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ABSTRACT

mplementation of the public relations function in each institution is the achievement of the
organization objectives through the provision of understanding, acceptance and participation of
rternal and external publics. Local government in the present must be able to be the unity of the
arganization applying the open system, where the organization is a system of interacting with the
surrounding environment. Like the analogy of a biological organism that always able to adapt to the
soecific requirements of the environment, so that is existence became known and loved. Public
=/ations is a management function of forming and managing mutually beneficial relationships
s=tween an organization and the communify. So that the organization’s communication activites
should be conducted in an integrated and together, as well as keep and heed regulations and existing
=gislation and applicable.

Xey words ; Branding strategy, public relations.

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung
zengan penerapan teknologi informasi yang memadai. Dalam era otonomi daerah sekarang ini,
organisasi pemerintah daerah harus lebih terbuka dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
~formasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi
=zn pelayanan publik. Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya
s=cara |luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi
=zlam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Oleh karena itu, dalam rangka penyediaan saluran informasi dan komunikasi bagi organisasi
«=pada masyarakat maupun sebaliknya, maka dibutuhkan suatu hubungan masyarakat (public
=/gtions) yang mempunyai ruang lingkup kegiatan yang menyangkut banyak manusia, baik di dalam
oublic intern) maupun di luar (public extern) organisasi., Pelaksanaan fungsi bagian hubungan
—azsyarakat (Humas) dalam setiap lembaga atau instansi merupakan langkah pencapaian tujuan
sraanisasi melalui pemberian pengertian, penerimaan dan keikutsertaan publik intern maupun
s«stem.

Cutlip, Center dan Broom (2005 : 1) menyatakan bahwa hubungan masyarakat merupakan
“ngsi manajemen yang membentuk dan mengelola hubungan saling menguntungkan antara
=rzanisasi dan masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan hubungan itu bergantung pada fungsi
m.zcungan masyarakat. Hubungan masyarakat disebut juga public relations dengan ruang lingkup
t=giatan yang menyangkut baik individu ke dalam maupun individu ke luar dan semua kegiatan
ssslenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau
wrzanisasi (Widjaja, 2002 : 5§3).

Bernays (dalam Widjaja, 2002 : 54) menyatakan bahwa Humas mempunyai tiga pengertian,

a. Memberi penerangan kepada masyarakat,
b. Pembujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan tindakan,
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c. Usaha-usaha mengintegrasikan sikap dan tindakan dari permasalahan dengan

masyarakat dan dari masyarakat terhadap permasalahannya.

Humas merupakan bagian dari tugas penerangan, baik pada organisasi pemerintah maupun
swasta, karena penerangan merupakan bagian dari komunikasi sosial dan komunikasi harus
berkembang antara pemerintah dan rakyat, antara rakyat, kelompok masyarakat dan kelompok
masyarakat lainnya. Maka eksistensi Humas pada setiap lembaga atau instansi merupakan suatu
keharusan fungsional dalam rangka memperkenalkan kegiatan dan aktivitas kepada masyarakat.

Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda, yaitu pertama, fungsi ke luar yang
diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pemberian informasi kepada khalayak dan kedua, fungsi ke
dalam yang diwujudkan dalam pelaksanaan tugas menyerap reaksi dari khalayak. Penyelenggaraan
komunikasi ke dalam dan ke luar organisasi memiliki fungsi untuk menyaring, mengelola dan
menyajikan informasi yang diperiukan sehingga sesuai dengan kebutuhan komunikasi dari kelompok
sasaran yang dituju. Mengelola dan menyaring masukan dari luar membantu menyelenggarakan
komunikasi yang sehat kepada masyarakat, agar mereka mendukung dan menyetujui hal-hal yang
diharapkan. Dengan demikian, fungsi humas adalah untuk menumbuhkan hubungan yang baik dan
serasi antara publik intern dan publik ekstern dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan
motivasi dan partisipasl.

Menyadari bahwa kegiatan komunikasi adalah kegiatan yang dinamis dan banyak aspek
teknis, psikologis maupun politis dan sosiologisnya, maka Humas harus bersikap kreatif, ulet,
pantang menyerah dan selalu terbuka untuk meneruskan dan menyehatkan mutu profesi,
pengetahuan dan dedikasi. Atas dasar keyakinan bahwa kegiatan komunikasi harus dilakukan secara
terpadu dan bersama-sama, maka harus pula mentaati dan mengindahkan peraturan dan
perundangan yang ada dan berlaku.

Siregar (2000 : 44) mengatakan bahwa setiap korporasi atau organisasi membutuhkan
membutuhkan citra yang baik di masyarakat, citra itu tidak mungkin dibiarkan terbentuk semata-mata
berdasarkan persepsi masyarakat atau produksi atau jasa yang dihasilkan dalam hal korporasi atau
slogan-slogan organisasi. Korporasi atau organisasi perlu secara aktif mengkomunikasikan kegiatan,
agar masyarakat bisa mengenali lebih jauh sosok korporasi atau organisasi. Pengenalan demikian
dapat menjadi benih pembentukan citra positif di mata masyarakat. Maka peran humas dan
pentingnya citra menjadi dua hal penting bagi upaya pengenalan suatu organisasi.

Hal tersebut tidak terlepas pula bagi Pemerintah Daerah. Sebagai penyelenggara
pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah sudah seharusnya memiliki suatu citra yang baik.
Pelaksanaan tugas pembentukan citra tersebut menjadi tugas daripada bagian Humas dalam
lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai sumber informasi dan komunikator organisasi dalam jalinan
hubungan ke dalam dan ke luar.

Sejauh ini, pencitraan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur belum sepenuhnya bernilai baik
di mata masyarakat. Daerah belum memiliki “merek” ataupun icon yang menunjukkan kecirikhasan
daerah, tidak tersampaikannya pula pesan-pesan Kepala Daerah dengan baik kepada masyarakat
sehingga masyarakat cenderung tidak pernah tahu «inerja Kepala Daerah, hingga masih sulitnya
perolehan akses informasi untuk dunia usaha yang sesungguhnya dapat menjadi pijakan awal bagi
penerapan branding strategy suatu daerah. Sejumiah persoalan tersebut sesungguhnya terkait
dengan pencitraan organisasi dalam menemukan kesunggulan kompetitif daerah bagi peningkatan
aspek ekonomi dan sosial daerah, termasuk juga terkait dengan fungsi Humas dalam organisasi,
yang ke depan perlu memperoleh pandangan inovatif demi kemajuan kinerjanya bagi organisasi
Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.

Dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur, pengadopsian konsep-konsep ekonomi dalam
penyelenggaraan administrasi negara termasuk bidang kehumasan menjadi sesuatu yang penting
untuk dirumuskan. Diantaranya melalui strategi pembentukan merek (branding strategy) bagi daerah
yang mampu menunjukkan identitas, cirikhas dan potensi daerah kepada lingkungan ekstern.
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I TINJAUAN PUSTAKA
2.1. KONSEPS| BRANDING STRATEGY
Konsep merek berdasarkan ilmu ekonomi didefinisikan sebagai sebuah identitas produk atau

/2sa atau bahkan bagi perusahaan (corporate brand). Merek merupakan bagian dari produk yang

M5 munckin memberikan perbedaan terhadap produk perusahaan lain yang sejenis. Sebagai
S sese moustn air minum dalam kemasan, masing-masing produk menawarkan atribut dan
e SeesT yang tidak jauh berbeda, namun merek menjadi alasan konsumen memilih sebuah
(W s 220 dalam bahasa Inggris adalah brand didefinisikan oleh Keller (1993 : 12) sebagai
S eeEisan. tanda, simbol atau kombinasi dari keseluruhan hal tersebut yang digunakan untuk
SseSeasiean barang dan jasa dari satu kelompok penjual dan membedakannya dari kelompok
S S=1w kompetitor,
W The American Marketing Association, merek juga merupakan sebuah nama, tanda,
W sesan atau kombinasi semuanya, dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa
e ezl atau sekelompok penjual tertentu dan untuk membedakannya dari milik para
Miomer 1004 0 418),
‘= wunc dar pengertian sebuah merek adalah identitas dan pembeda. Tujuan utama
—erex adalah untuk membedakan produk kita dengan yang dibuat perusahaan atau
“wrggunaan merek juga digunakan untuk memberikan identitas. Dengan adanya identitas,
@@ =0h mudah mencari, menyebut, ataupun mempercayai kualitas produk apabila
st mecupakan produk turunan dari produk lain.
Jmem s=ouah struktur pasar, kecuali pasar persaingan sempurna, keberadaan merek
g penting dalam menentukan kekuatan sebuah produk di pasar. Oleh karena itu, proses
s=0uzh merek menjadi sebuah langkah stratejik. Langkah-langkah pembentukan
e Sigzmbarkan Perry (2003 : 24) dalam model berikut :

Gambar 1. Branding Declision Model

Srard Brand Name Brand Brand
Sponsor Decision Strategy Repositioning
Jecsion Decision Decision
s Manu- e |ndividual e Line ¢ Reposi-
—= acturer | hames L»|  Extension Lyl tioning
Srand e Blanket fa- e Brand s No
» Destribu mily name Extension Reposi-
son s Separate fa- e Multi brands tioning
orvate) mily name e New Brand
=2nd » Company o Co-brands
« _cense individual
Srand name

S moce! pembentukan merek di atas, dapat dilihat bahwa untuk menetapkan sebuah
_ merek, sebuah perusahaan harus melewati lima langkah, yaitu :

e swm 22i2m pembentukan merek adalah apakah perusahaan akan menggunakan merek
@, 2z« Pada kenyataannya hampir semua perusahaan formal menggunakan merek untuk
s=tap produk yang mereka hasilkan. '

. Erand Sponsor Decision

Langkah kedua adalah memilih merek sponsor. Ada tiga pilihan dalam menentukan merek

sponsor, yaitu :

2 Menggunakan merek pembuat (manufacturer) seperti Sony, IBM, Samsung, dan sebagainya.

o Menggunakan merek distributor seperti beberapa produk kebutuhan pokok yang dijual di
hypermarket, seperti Carrefour. Penggunaan merek distributor sering disebut sebagai private
brand.




¢. Menggunakan merek yang dilisensikan. Merek sponsor menentukan kredibilitas produk yang

kita jual sesuai dengan sponsor yang dipilih.
3) Brand Name Decision

Dalam langkah ketiga ini perusahaan harus menentukan nama merek yang akan digunakan. Ada

empat alternatif pilihan yang dapat dipilih, yaitu :

a. Individual Names. Nama merek merupakan sebuah nama tunggal tanpa menggunakan
merek lain yang menggandeng. Contoh : Beng-beng, Extra Joss, dan lain-lain.

b. Blanket Family Names. Nama merek menggunakan nama merek keluarganya untuk
mempermudah konsumen dalam mengenali produk baru yang dihasilkan. Contoh : Nokia N-
80, Nokia N-91, dan lain-lain.

c. Separate Family Names for All Products. Menggunakan nama keluarga merek yang berbeda
untuk produk yang memiliki kategori produk yang berbeda. Contoh : Toyota menggunakan
merek Lexus untuk produk mereka yang memilikl kalas premium.

d. Corporate Name Combined with Individual Product Names. Hampir sama dengan blanket
family names namun menggunakan nama perusahaan sebagai nama keluarga. Contoh :
Honda Civic, Suzuki SX-4, dan lain-lain.

4) Brand Strategy Decision

Langkah keempat adalan menetapkan strategi pemerekan. Ada lima strategi yang bisa diambil,

yaitu

a. Line extensions, Menambah varian produk pada satu kategori dengan tetap menggunakan
merek yang sudah ada.

b. Brand extensions. Menambah kategori produk baru dari merek yang sudah ada.

Multibrands. Menggunakan merek baru pada kategori produk yang sama dengan merek yang
telah dikeluarkan sebelumnya.
d. New brands. Merek baru pada kategori produk baru.
e. Co-brands. Menggunakan merek yang dibentuk oleh dua atau lebih merek yang sudah
terkenal.
5) Brand Repositioning Decision
Langkah yang terakhir adalah perusahaan memilih apakah merek yang akan dikeluarkan
melakukan strategi repositioning atau tidak. Repositioning dilakukan apabila merek yang akan
diluncurkan menginginkan identitas baru dari merek terdahulu.

Maka dengan demikian, dalam membangun sebuah merek diperlukan media-media seperti
iklan, promosi dan hubungan masyarakat. Perry (2003 : 24-26) mengemukakan media-media yang
dipergunakan dalam membangun sebuah merek dapat dikirim melalui pengalaman, visual, verbal dan
positioning merek., Semua hal ini akan dievaluasi oleh konsumen dan membentuk identitas sebuah
merek.

Laroche, Kim dan Zhou (1996 : 119) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kontak
konsumen terhadap suatu brand, maka akan menciptakan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi
terhadap pengetahuan konsumen pada brand tersebut. Sejalan dengan pendapat tersebut, penelitian
yang dilakukan Keller (1993 : 13) dan Grunert (1996 : 92) juga sudah membuktikan bahwa tingginya
familiaritas konsumen terhadap suatu brand akan meningkatkan pengetahuan dan sikap konsumen
ternadap brand tersebut.

Dengan demikian, berkaitan dengan kasus pencitraan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur
ini, perlu dianalisis tahapan proses pembentukan brand yang telah dilakukan cleh pemerintah daerah

| melalui bagian Humas.
i Ml HASIL DAN PEMBAHASAN
' 3.1.BRANDING STRATEGY PEMERINTAH DAERAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR

Kegiatan Humas merupakan kegiatan yang mempunyai prinsip-prinsip yang berkaitan
dengan etika, kejujuran / kebenaran, dan kepercayaan. Sehingga yang harus dipegang teguh oleh
praktisi Humas dalam melakukan program kegiatannya untuk tercapainya goodwill sesuai dengan
harapan yang dikehendaki, sebagai upaya Humas dalam menjangkau publiknya.

Jeff (dalam Laksmi, Gani dan Budiantoro, 2008 : 150) menyatakan bahwa pada prinsipnya
Humas yang profesional harus dipraktekkan oleh orang yang dapat berperan sebagai jembatan
penghubung bagi kedua belah pihak, bukan sebagai penabuh gong yang hanya berperan pada saat-
saat tertentu jika diperlukan saja. Maka ia harus dapat menumbuhkan hubungan baik tersebut
diantara perusahaan atau dengan publiknya, yang berlandaskan pada komunikasi dua arah.
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Humas harus memiliki strategi pokok dan strategi operasional. Widjaja (2003 : 59-60)
mengemukakan bahwa strategi pokok Humas diarahkan untuk meningkatkan mekanisme komunikasi
dua arah antara lembaga dengan sasaran Humas agar hasil-hasil yang dicapai oleh lembaga dapat
dikenal oleh sasaran Humas, sehingga mereka akan ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan
tujuan lembaga pada khususnya dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. Humas
perfungsi untuk menimbulkan iklim yang dapst mengembangkan tanggungjawab dan partisipasi
seluruh sasaran Humas untuk ikut serta mewujudkan tujuan,

Melihat tugas-tugas taktis dan strategis dari fungsi Humas, maka kehadirannya di dalam
organisasi atau lembaga selayaknya berada langsung di bawah pimpinan atau sekurang-kurangnya
mempunyai hubungan kerja langsung dengan pimpinan. Sebaliknya, pejabat Humas itu sendiri juga
harus mempunyai kemampuan untuk menguasai segala permasalahan instansinya.

Fungsi humas pada Pemerintah Daerah merupakan tugas pokok dan fungsi dari Biro Humas
dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara organisatoris berada di bawah
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan secara tektis operasional di bawah Gubernur
<zlimantan Timur. Sebagai unsur staf, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi
<zlimantan Timur melaksanakan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Selain itu juga bertanggungjawab terhadap kelancaran informasi yang diperiukan masyarakat,
menyebarluaskan informasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta
—enumbuhkan citra dan kesan baik masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah. Dengan
zemikian, mereka yang terlibat dalam tugas kehumasan, bertanggungjawab terhadap baik buruknya
=ra organisasi. Melalui aktivitas kehumasan yang baik, diharapkan citra organisasi di mata publik,
== dilihat dari sisi internal maupun eksternal semakin positif.

Humas merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan dan penting peranannya. Humas
—=rupakan bagian dari tugas penerangan yang merupakan bagian dari pembangunan sebab
s=nerangan merupakan bagian dari komunikasi sosial yang harus berkembang antara pemerintah
z=n masyarakat, dan antara kelompok masyarakat itu. Sehingga humas dapat diartikan sebagai
=2ty kegiatan untuk menanamkan pengertian guna memperoleh good will, kerjasama dan
«=cercayaan yang pada gilirannya mendapat dukungan dari pihak lain (Widjaja, 2003 : 55).

Fungsi humas yang begitu penting bagi pembentukan opini publik, ditegaskan oleh
~==mational Public Relations Association (dalam Soemirat dan Ardianto, 2007 : 14) adalah fungsi
—znazjemen dari ¢irl yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau
».=ik untuk memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin
a== ~ubungannya dengan penelitian opini publik diantara mereka.

Sejalan dengan informasi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
“# . 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementrian Dalam
w=2=- dan Pemerintah Daerah, lembaga kehumasan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan

kegiatan pemerintah,
2. Mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat,

tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat.
3 Menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara lengkap,

utuh, tepat dan benar kepada masyarakat.
4  Memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan

pemerintah.
5 Menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program

dan kegiatan pemerintah,
Dalam rangka melaksanakan peran penyediaan informasi bagi khalayak atau masyarakat di

Se—wrms ¥zlimantan Timur ini, maka Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
T —emparoleh beberapa tantangan, antara lain : 1) Globalisasi dan majunya teknologi informasi
wreumkzs. 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang
mwua ~formasi yang boleh dan tidak boleh diakses oleh publik, 3) Kemerdekaan pers yang diatur
s~ _~cang-undang Nomor 40 Tahun 1999, menyatakan bahwa jaminan pers mempunyai hak
mwcar —emperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
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Untuk menghadapi tantangan itu, maka Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur melakukan langkah-langkah kehumasan dengan senantiasa berupaya
menyediakan Informasi yang berorientasi pada informasi yang dibutuhkan publik untuk memenuhi
hak atau kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi, atau dengan kata lain public’s right to
know. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga senantiasa
berupaya menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat dan harus segera diketahui olen masyarakat.
Kemudian meningkatkan sistem pelayanan informasi publik yang terintegrasi dan mampu
menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat untuk berwawasan informasi.

Strategi kehumasan yang dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur serangkaian program kerja atau kegiatan sebagai berikut :

1) Peliputan kegiatan Gubernur / Wakil Gubernur,

2) Penerbitan buku (buletin, buku kerja, kalender, shopping bag, buku data pejabat, dan

sebagainya).

3) Kerjasama dengan media melalui kontrak selektif dan kegiatan jumpa pers.

4) Pertemuan rutin melalui Rapat Kerja Kehumasan dan Bakohumas.

5) Penyiapan / mengikuti pameran,

6) Pendidikan dan latihan kehumasan dan protokol.

7) Mengelola survei-survei pendapat khalayak atau berbagai macam penelitian lainnya.

Dalam rangka melaksanakan peran penyebarluasan informasi bagi khalayak atau
masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur ini, maka Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur melakukan suatu langkah penggunaan dua media untuk menyebarluaskan
informasl. Pertama yaitu media cetak dan kedua yaitu media elektronik. Untuk media cetak, sejauh ini
yang telah dilakukan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provingi Kalimantan Timur pertama
adalah mengidentifikasi berapa jumlah media cetak, baik bulanan, mingguan kemudian harian. Dari
identifikasi itu kemudian akan dipilih mana yang produktif dan yang aktif. Sementara ini, media yang
diajak bekeriasama dalam rangka pencitraan adalah harian yang oplahnya jumiahnya paling besar.
Dengan oplah yang besar, maka informasi apapun yang disampaikan dalam rangka pencitraan akan
dibaca atau diketahui oleh masyarakat luas.

Peta media cetak dan elektronik hasil identifikasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih sebagai media penyampaian informasi bagi khalayak
antara lain terdiri atas 15 buah media cetak harian, 17 buah media cetak mingguan dan 43 buah
media cetak bulanan. Kemudian untuk media elektronik, terdiri atas 31 buah saluran radio, 12 buah
saluran televisi, dan 101 buah portal (Data Sekunder Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, 2012),

Contoh media cetak yang dimaksud antara lain surat kabar harian Tribun dan Kaltim Post,
melalui halaman “Kaltim Bangkit". Untuk surat kabar mingguan / tabloid / majalah, antara lain Wisma
Berita, Otonomi Post, Khazanah, Amanah, Gema Otonomi Daerah, Kaltim Time, dan sebagainya.
Rincian untuk distribusi penyebaran surat kabar harian, misalnya Tribun, mencapai 39.008 eksemplar
setiap harinya, dengan jumlah distribusi terbanyak berada pada Kota Balikpapan sebesar 31,4%
disusul kemudian dengan Kota Samarinda sebesar 29,1%. Sedangkan untuk surat kabar Kaltim Post,
mencapai 72.650 eksemplar setiap harinya, dengan jumlah distribusi terbanyak berada pada Kota
Samarinda sebesar 30,7% disusul kemudian dengan Kota Balikpapan sebesar 30,4%.

Selain itu, pada intern Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Humas dan
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan secara berkala buletin / majalah
“Membangun Kaltm”. Untuk mitra media elektronik, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur menjalin kerjasama kemitraan dengan RRI Samarinda, TVRI Kaltim
maupun dengan radio dan televisi swasta yang ada di daerah Kalimantan Timur.

Dalam rangka melaksanakan peran peningkatan sistem informasi pelayanan publik, Biro
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan empat jenis
pelayanan humas, antara lain fungsi nasehat, fungsi pelayanan komunikasi, fungsi pengkajian dan
fungsi promosi.
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Fungsi Nasehat, yaitu pranata humas berhak memberikan nasehat kepada pimpinan
embaga maupun kepada bagian lain, berkaitan dengan operasionalisasi ketika sebuah masalah
2rjadi. Fungsi Pelayanan Komunikasi, yaitu pranata humas mengkomunikasikan informasi mengenai
embaga dan segala kegiatannya kepada berbagai publik yang berkepentingan melalui media yang
=pat. Fungsi Pengkajian, yaitu pranata humas berhak melakukan penelaahan opini publik yang
serpengaruh kepada lembaga termasuk tekanan yang sifatnya sosio politik maupun undang-undang
2a2n peraturan pemerintah yang berkaitan dengan berpengaruh kepada lembaga pemerintah. Fungsi
“romosi, yaitu pranata humas berhak mempromosikan kegiatan pemerintah. Disini dibutuhkan
«eativitas dari pranata humas untuk mempromosikan lembaga kepada publik.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011
=ntang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
“=merintah Daerah, dinyatakan bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi merupakan rangkaian
«=giatan mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi kebijakan,
>rogram dan kegiatan, baik dalam bentuk cetakan, foto maupun data elektronik. Hasil dari rangkaian
«=giatan pelayanan informasi dan dokumentasi tersebut adalah sebagai bahan dalam pelaksanaan
.ngsi komunikasi pemerintahan.

Terkait dalam upaya pencitraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, branding
==fagy yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah penetapan konsep
““zitim Bangkit”. Adapun visi Gubernur Kalimantan Timur melalui brand “Kaltim Bangkit” adalah
“Wewujudkan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka menuju Masyarakat Adil dan
S=zhtera”

Branding Strategy Provinsi Kalimantan Timur, didukung oleh sejumlah faktor antara lain :
=«zistensi kelembagaan, ketersediaan aparatur atau SDM, tersedianya tata laksana Humas, serta
v==rsediaan dana. Namun di dalam operasionalnya, Branding Strategy Provinsi Kalimantan Timur
—a2sn mengalami kendala dari kompetensi SDM yang tidak mendukung tugas pokok dan fungsinya,
“—ana jumlah SDM Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang
==kl jurusan pendidikan sangat berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
“.muraan masyarakat sangat minim, yaitu hanya satu orang Sarjana limu Komunikasi (8,10%).

]

T PENUTUP
Se=~ Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam

Swrmse Semerintah Daerah melalui Branding Strategy Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
i siaxsanakan secara optimal akibat masih terkendala oleh kompetensi sumber daya aparatur
© s e=humasan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum mampu membangun
s == yang baik pada Pemerintah Daerah melalui konsep Kaltim Bangkit. Walaupun demikian,
e S =umas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pencitraan
S Daerzh melalui Branding Strategy Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah terdukung
W sesst=nsi kelembagaan, ketersediaan tata laksana Humas dan ketersediaan dana. Biro
S t=- Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Biro Humas dan Protokol
“wwsmeer Dzerah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan empat jenis pelayanan humas,
wmwes = fungsi nasehat, fungsi pelayanan komunikasi, fungsi pengkajian dan fungsi promosi di
W meazesanakan Branding Strategy dalam rangka pencitraan pemerintah daerah selama ini telah
e maou memenuhi tujuannya sebagai untuk menumbuhkan hubungan yang baik dan serasi
s sumie intern dan publik ekstern dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan
S can partisipasi dalam pembangunan daerah.
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